
BUPATI KENDAL 
PROVINS! ·JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 69 TAHUN 2021 

TENTANG 

SALIN AN 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA . 
KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIA.N, PENDIDIKAN DAN PELATlHAN 

KABUPATEN KENDAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

a. bahwa dalarn rangka mendukung . pelaksanaan 
penyederhanaan birokrasi yang optimal· di lingkungan 
Pemerintah Da.erah Kabupaten Kendal sehirigga da.pat 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan 
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan 
pelayanan publik sesuai Pera tu ran Menteri 
Pendayci.gunaan Aparatur Negara _dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi . pada Instansi Pemerintah, maka Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2016 tentang" Kedudukan, 

. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; serta Tata Kerja 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 
sehingga perlu qicabut dan diganti; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka ·.perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudykan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Furigsi , serta Tata Kerja • pada Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi · Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Un.dang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan . Lembaran Negara Republik 
I ridonesia N ornor 5494); · 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenlang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tcntang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat clan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Peruba han Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tenLang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2021 
Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Rcformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
Lentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana te!ah diubah beberapa kali terahir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 219}; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATJ TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KABUPAT8N KENDAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupa ti 

penyelenggara Pemerin tahan Dae rah 
pelaksanaan urusan pemcrintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

se bagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kendal. 

5. Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang 
selanjutnya disebut Sadan adalah Sadan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. 

7 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
a dalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
insta nsi pemerintah. 

8. Pega,.vai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan discrahi tugas 
dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fu ngsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
ketcrampilan tertentu. 
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10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sej umlah tenaga 
dalam j enjang fu ngsional yang terdiri da lam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahlia nnya. 

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas unLuk 
rnembantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ 
Sekretaris/Koordinator da la m menyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian, peman tauan dan 
evaluasi , s erta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas 
dari aspek kepangkatan dan mempunya i kompetensi 
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk 
diberikan tugas membantu Sekretaris/ Kepala 
Bidang/Kepala Bagian/ Koordinator pada uni t kerjanya 
dalam menyusun perencanaan , pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evalu asi, serta pela poran 
kegia tan lingkup tugas dan fungsinya. 

BAB II 
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa l 2 

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan 
pemerintahan di bidang kepegawa ian, pendic-likan, dan 
pelatihan yan g menjadi kewena ngan Daerah. 

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Sadan yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa ti melalui 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas 

Pasal 3 

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerinta han bidang 
kepegawaian , pendidikan d an pelatihan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Badan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan kebijakan tekn is di bidang kepegawaian , 

pendidikan dan pclatihan; 
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b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 
pela tihan; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi -fungsi 
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian , 
pendidikan dan pelatihan; dan 

e . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di 
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI BADAN 

Pasal 5 

( 1) Susu nan organisasi Sadan terdiri atas : 
a . Kepala Sadan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi 

Pegawai; 
d. Bidang Pengembangan Kompetensi , dan Ka rir 

Pegawai; 
e. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai; 

dan 
f. Kelompok J abatan F'ungsional. 

(2) Bagan organisasi Sadan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

SABIV 
RINCIAN TUGAS 

Bagi an Kesa tu 

Kepala Badan 

Pasal6 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Sadan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) hurur a 
mempunyai rincian tugas : 
a. mcrumuskan clan menetapkan rencana clan program 

kegiatan Sadan berdasarkan peraturan perundang­
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai d engan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran p1.:laksanaan 
tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait ba ik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 



6 

d. merumuskan kcbijakan teknis urusan pemerintahan 
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang-undangan 
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis sena 
pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pem binaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang­
undangan agar kinerja Sadan mencapai target yang te lah 
ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi , dan 
inovasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas 
kerja; 

h. menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam 
penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal; 

1. mengarahkan penyelesaian urusan perencanaan formasi , 
pengadaan, pemindahan, administrasi kcpegawaian, 
penempatan, kepangkatan, pengembangan kompetensi, 
pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan pegawai 
sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang 
undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 
lancar; 

J. menyelenggarakan kerja sama dan kemi traan di bi dang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan antara Daerah 
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kcgiatan; 

k. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem 
informasi dan data di bidang kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan agar diperoleh efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan kegiatan; 

l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi 
kegiatan lembaga Korps Aparatur Sipil Negara sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengevaluasi pela ksanaan kegiatan Sadan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
un tuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijak<1n 
tindak lanjut; 

n. m elaporkan pelaksanaan tugas kepada Supat1 baik lisan 
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir , 
pemberian pengha rgaan dan sanksi; 

p. menyampaikan saran dan pertimba ngan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk mcnghindari 
penyimpangan; dan 
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q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari p1mpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Sadan. 

Sagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

(1) Sekretariat Sadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Sadan dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di 
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan , umum, 
kepegawaian, dan keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. perumusan ke bijakan teknis di bidang 

kesekretariatan; 
b. pengoordinasian 

kesekretariatan; 
dan pelaksanaan kegiatan 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
kesekretariatan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan; 
e. pelaksanaan eva luasi dan pelaporan kegiatan 

kesekretariatan; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala S adan. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Badan 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b . menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c . membagi tugas bawahan sesuai dengan ja batan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terka it baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peracuran perundang­
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, 
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan 
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sadan; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Ke1:ia (Renja), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) 
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) , Sistem 
Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian 
Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

J. mengelola sis tern informasi dan data Sadan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi u mum , 
kepega waian, keuangan, keta ta laksanaan, 
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 
dokumentasi, perlengkapan/ pcrbekalan, 
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta 
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan 
tamu Badan; 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Sadan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis 
jabatan, analisis be ban kerja, evaluasi 
jabatan,budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, 
s tandar pelayanan serta pengusulan formasi 
kebutuhan pegawai Sadan; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian fungsi-fungsi m anajemen administrasi 
perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p . mengevaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
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kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q . menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunta bilitas dan 
tra nsparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 8 

(1) Susunan organisasi Sekre tariat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b, terdiri atas : 
a . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Su b Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 9 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan da n Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( l) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasi litasi 
kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, 
pelaporan, sistem informasi Badan , dan administrasi 
keuangan . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan m ernpunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan 
peratu ran perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjaba rkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasa lahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan j abatan dan 
kompetensinya serta memberikan a rahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pe laksanaan 
tugas; 

6 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masuka n , serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiata n; 

f. menyiapkan bahan penyusunan pelunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan Naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan 
usulan program kegiatan dari masing-masing 
subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran {RKA), Dokumcn 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon a nggaran yang 
ditetapkan; 

1. menyiapkan bahan d an menyusun konsep Rencana 
Pem bangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
lndikator Kinerja Utama {IKU}, Perjanjian Kinerja (PK) 
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan 
mendokumentasi Sta ndar Operasional Prosedur 
(SOP) yang disusun oleh masing-masing Rubbagian, 
subbidang, cla n UPTB; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun mate ri tindak 
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan 
tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing­
masing subbagian sebagai bahan penyusunan 
laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan 
Keterangan Pertan ggungjm,vaban Bupati (LKPJ), 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP), 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) clan 
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 
dan pemberian bimbingan d i bidang sistem informasi 
Sadan; 

o. menyiapkan bahan dan sarana administrasi 
keuangan dalam rangka pencairan anggaran, 
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pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan 
pertanggungjawa ban keuangan; 

p. menghimpun dan memproses usulan pencairan 
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang 
sesuai dengan prosedur dan ketenr.uan 
yang berlaku; 

q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses 
administrasi keuangan melalui aplikasi sistem 
informasi untuk pengelolaan keuangan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

r. menyiapkan bahan pembinaan, sosial isasi, dan 
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat 
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan 
Badan; 

s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
penyerapan anggaran dengan cara membandingkan 
laporan perkembangan realisasi belanja dengan 
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen 
pertanggungjawa ban keuangan pelaksanaan 
kegiatan guna menghindari kesalahan serta 
memberikan koreksi penyempurnaan; 

u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
per tanggungjawa ban keuangan Badan serta jenis 
pelaporan keuangan lainnya; 

v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagia n Perencanaan dan Keuangan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan peri laku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

x . menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akunrabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kaj ian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Paragraf 2 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
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pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi 
kegiatan di bidang administrasj urn um, 
ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan , kearsipan, 
dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, 
kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan 
budaya kerj a. 

(2) Untuk melaksanakan t1-1gas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 
a . menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peratura n 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d . melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan hurmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pcdoman untuk melaksanakan kegiata n; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan Naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasa n, 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 
pengetolaan aset tetap dan aset Lidak tetap; 

h. rnemfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
pengusulan formasi kebutuhan pega wai Bada n 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

1. merencanakan, memproses dan melaporkan 
pengadaan barang dan j asa untuk keperluan Badan 
serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset 
tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan 
peratura n perundang-undangan; 

J· melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah 
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Bada n 
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng­
undangan; 
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k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset semesteran dan tahunan u ntuk te rtib 
administrasi serta melaku kan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 
tetap agar dapat digunakan optimal; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara ru tin dan berkala serta 
memelihara file / dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi 
kepegawaian; 

m . menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaika n 
pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu 
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), 
peng1nman peserta pendidikan dan pelatihan 
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), d an urusan 
kepegawaian lainnya; 

n . melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler 
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan 
kunjungan tamu Badan; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor , 
kebersihan, dan per tamanan agar terciprn 
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan 
nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian 
Umum dan Kepegawaia n; 

q. melaksanak a n pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

r . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegia tan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun te rtulis berdasarkan 
kajian agar kegia tan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya . 

Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai 

Pasal 11 

(1) Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi 
Pegawai sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
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huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi 
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Badan dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan , 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang Perencanaan, 
Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan 
Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, 

pengangkatan dan mutasi pegawai; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang perencanaan, pengangkatan dan mutasi 
pegawai; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
di bidang perencanaan, pengangkatan dan mutasi 
pegawa1; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
perencanaan, pengangkatan dan mutasi pegawai; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan d i 
bidang perencanaan, pengangkatan dan mutasi 
pegawai; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, 
pengangkatan dan mutasi pegawai. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai 
m cmpunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi , masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
formasi dan pengadaan, pengangka tan dan 
kepangkatan, serta mutasi dan pensiun; 

g. menyiapkan rumusan perencanaan, penyusunan, 
penetapan kebutuhan dan seleksi pengadaan 
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta 
berdasarkan h asil analisis jabatan dan analisis 
beban kerja; 

h. menyiapkan rumusan perencanaan kebutuhan 
Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 

1. menyiapkan rumusan perencanaan pengangkatan 
calon pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjad i 
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengkaj i 
usulan pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) menjadi pegawai Aparatur S ip il Negara 
{ASN); 

J. memfasilitasi pendaftaran Calon Praja Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. mengarahkan pengurusan dan pengelolaan 
administrasi kenaikan pangkat, pemindahan dalam 
jabaLan fungsional dan pelaksana, pemberhentian 
calon pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Aparatur 
Sipil Negara (ASN) dengan hormat/ pensiun 
berdasarkan data dan usulan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan , 
Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai dengan cara 
mengukur pencapaian program kcrja :,:ang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan 
karir , pemberian penghargaan dan sanksi; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiaLan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpimrn 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 12 

(1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, 
Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c, terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional yang terbagi alas 3 (tiga) 
Sub Koordinator. 

(2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
te rdiri atas : 
a. Sub Koordina tor Formasi dan Pengadaan; 
b. Sub Koordinator Pengangkatan dan Kepangkatan ; 

dan 
c . Sub Koordinator Mutasi dan Pensiun. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Sadan melalui Kepala 
Sidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi 
Pegawai. 

(4 ) Sub koordinator sebagaimana dima ksud pada ayat (2 ) 
m empunya i tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang meru paka n bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Sagian Keempat 
Sidang Pengembangan Kompeten s i dan Karir Pegawai 

Pasal 13 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kari r Pegawai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 5 ayat ( 1) huruf d 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berkedudukan d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) Kepala Sidang Pengembangan Kompetensi dan Karir 
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
mempu nya i tugas melaksanakan sebagian tugas Kepa la 
Sadan dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang pengembangan 
kompetensi dan karir pegawai. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Pengem banga n Kompetensi dan 
Ka rir Pegawai mempunyai fungsi : 
a . perumusan kebijakan teknis di bidang 

pen gembangan kompetensi dan karir; 
b. pengoordinasian dan pela ksanaan kegiatan di bida ng 

pengembangan kompetensi dan karir; 
c. pembinaan, pengawasan , dan pengendalian kegiatan 

di bidang pengem bangan kompetensi dan karir; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegia tan di bidang 

pengembangan kompetensi dan karir; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pela poran kcgiatan di 

bidang pengembangan kompetensi dan kar ir; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Sadan di bidang pcngembangan 
kom petensi dan karir. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa la Bi dang 

0 
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Pengem bangan Kompetensi dan Karir Pegawai 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana d an program kegiatan Bidang 

Pengembangan Kompetensi dan Karir berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. mem bagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsul tasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang­
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Sadan dan 
naska h dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, pengembangan 
kompetensi serta pengembangan kari r; 

g. menghimpun, meneliti, dan mengkaji usulan 
pengangkatan Pejabat Pim pi nan Tinggi, 
Administrator, Pengawas, dan fungsional serta 
menyusun telaah staf terhadap usulan tersebut 
sebaga i bahan masukan kepada atasan; 

h. menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengavvas 
dan fungsional berdasa rkan keputusan Pejabat 
Pembina Kepegawaian setelah mend a pat 
pertimbangan Tim Penilai Kinerja; 

1. mengarahkan kegiatan penyelesaian administrasi 
pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, 
Pengawas yang meliputi konsep petikan Keputusan 
Pengangkata n , Serita Acara, Surat Pernyataan 
Pelantikan untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan pelantikan; 

J· menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam 
jabatan dan pra jabatan bekerja sama dengan 
Organisasi perangkat daerah provinsi yang 
membidangi pendidikan dan pelatihan atau lembaga 
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan 
per a tu ran perundang-undangan un tu k 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
pegawai; 

k. menerima dan mengirimkan pegawa i untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pcndidikan 
dan pelatihan kepemimpinan, teknis, fungsional, 
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tugas belajar maupun pendidikan dan pelatiha n 
lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan pegawai dalam melaksanakan tugas; 

l. mengara hkan pengurusan dan pengelolaan 
administrasi ujian d inas, ujian penyesuaian ijazah, 
1zin Belajar, tugas belajar, izin pcnggunaan gelar bagi 
Pegawa i Negeri Sipil berdasarkan data dan u sulan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

m. melaksanakan pema ntauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan 
Kompetensi dan Kari r dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebija kan tindak lanjut ; 

n. mengevaluasi dan menilai prestas i kerja bawa han 
berdasa rkan sasaran kerja pegawai dan peri laku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan da n sanksi; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpina n sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p . menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpina n baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan la ncar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas ked inasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi 
dan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang 
terbagi atas 3 (tiga) sub koordinator. 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) , 
terdiri atas : 
a . Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan ; 
b. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi; 
c. Sub Koordinator Pengembangan Ka rir. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada a yat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Sadan me la lui Kepa la 
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Ka rir. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dima ksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebaga imana tercantum da lam 
Lampiran II yang merupaka n bagian tidak terpisahka n 
d a ri Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai 

Pasal 15 

(1) Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai 
sebagaimana dimaksud dala m Pasal 5 ayat (1) huruf e 
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dipimpin oleh seorang Kepala Bida ng yang 
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(2) Bidang Pembinaan , Kesejahteraan, dan Data Pegawai 
sebagaima na dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan da lam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan , pengendalian, pengelolaan, 
fasi litasi, evaluasi , dan pelaporan kegiatan di bidang 
pembinaan, kesejahteraan, dan data pegawai. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Pembinaan, Kesejahteraan , dan 
Data Pegawai mempunyai fungsi : 
a . perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, 

kesejahteraan, dan data pegawai; 
b. pengoordinasian clan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pembinaan, kesejahteraan, dan da ta pegawai; 
c . pembinaan, pengawasan , dan pengendalian kegiatan 

d i bidang pembinaan , kesejahteraan, dan data 
pegawai; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
pembinaan, kesejahteraan, dan data pegawai; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang pembinaan, kesejahte raan, clan data 
pegawai;dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan la in yang d iberika n 
oleh Kepala Sadan di bidang pembinaan, 
kesejahteraan, dan data pegawai. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Pembinaan , Kesejahteraan, dan Data Pegawai 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiata n Bidang 

Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai 
berdasarkan peraturan perundang-unda ngan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjaba rkan perintah pimpinan melalui pen gkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan e fektif dan efisien; 

c . membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan a rahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapa tkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e . menelaah dan mengkaji peraturan perunda ng­
undangan sesua i lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegialan; 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Sadan dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
penilaian prestasi kerja, kesejahteraan pegawai, 
pembinaan disiplin, peraturan kepegawaian serta 
data dan informasi; 

g. menyiapkan konsep telaah, evaluasi, dan 
penyusu nan petunjuk pelaksanaan, peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagai 
implementasi peraturan perundang-undangan 
kepegawaian di daerah untuk pedoman pclaksanaan 
tugas di bidang kepegawaian; 

h. menyiapkan konsep usulan Penilaian Prcstasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris 
Daerah/Bupati untuk dilaksanakan penilaian; 

1. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan 
penegakan disiplin pegawai secara langsung 
maupun tidak langsung untuk menghindari 
pelanggaran / penyim pangan dalam pe laksanaan 
tugas; 

J. menyusun konsep pertimbangan dan konsep 
keputusan 1zm cerai/keterangan cerai, izin usaha 
swasta dan izin lainnya bagi pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN); 

k. menyusun konsep pertimbangan dan konsep surat 
keputusan hukuman disiplin bagi pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN); 

l. menyusun konsep pembinaan dan fasilitasi kegiatan 
lembaga Korps Aparatur Sipil Negara; 

m. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan dan 
pendokumentasian data Pegawai, dan administrasi 
kepegawaia n seluruh pegawai; 

n . membangun, memelihara, mengembangkan sistem 
a plikasi pen golahan data pegawai dan file 
kepegawaian untuk mendukung kebijakan 
manajemen kepegawaian Pemerintah Daera h; 

o. menghimpun, meneliti, mengkaji usulan 
pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana 
Tugas (PLT) dari Organisasi Perangkat Dacrah (OPD) 
untu k dibuatkan konsep surat perintah; 

p . melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan, 
Kesejahteraan, dan Data Pegawai dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerj a sesuai ketentuan dalam rangka pcningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabi litas dan 
lransparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
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kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 16 

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, 
dan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat ( 1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) sub koordinator. 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a . Sub Koordinator Penilaian Prestasi Kerja dan 

Kesejahteraan; 
b. Sub Koordinator Pembinaan Disiplin dan Peraturan 

Kepegawaian; 
c. Sub Koordinator Data dan lnformasi Kepegawaian. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala 
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, clan Data Pegawai. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 17 

( 1) Kelompok J abatan Fungsional pada lingkungan Bad an 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang­
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 
Badan clan Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan 
Fungsional. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan F'ungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 
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(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

Pasal 18 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) Pejabat Fungsional dapat 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
yang dala m menjalankan fungsi dan tugasnya bekerja 
secara individu dan/ a tau tim kerja. 

Pasal 19 

(1) Pcjabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya 
secara individu dan/ a tau berkelompok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membentuk Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai 
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat 
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada 
aya t (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Dae rah. 

Pasal20 

(1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan 
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
organisasi. 

(2) Pimpinan uni t kerja sewaktu-waktu berwena ng untuk 
m eminta laporan kepada pejabal fungsional dan/ a tau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 21 

(1) Kepala Sadan dalam melaksanakan 
berpedoman pada ketentuan peraturan 
undangan. 

tugasnya 
perundang-
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(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan uni t 
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lain di luar 
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesua1 dengan pcraturan perundang­
undangan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing­
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh p1mpman unit 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal22 

( 1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 

(2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas sub koordinator adalah membantu Kepala Bidang 
dalam menyusun perencanan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan clan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka 
sekaligus melaksanakan tugas sebagai sub koordinator 
pada unit kerjanya masing-masing. 
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KEPEGA W AIAN 

Pasal 23 
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Jenjang j abatan dan kepangkatan serta susunan 
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal24 

Jabatan Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sadan 
diangkat clan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

(1) Badan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
d iperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas 
kebutuhan. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26 

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang 
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal da ri Pejabat 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditunjuk oleh Kepala Sadan dengan mendavagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi yang 
bersangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koord inator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Badan. 

Pasal 27 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala 
Badan menunju k Sub Koordinator yang diutamakan 
berasal dari Pejabat Fungsional d i lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Badan tidak terdapat 
pejabat fungsional, maka Kepala Badan menunjuk 
Pelaksan a Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Badan akan menunjuk Sub 
Koordinator yang berasal dar i luar lingkungan kerjanya, 
maka Kepala Badan mengusulkan kepada Sekre taris 
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Daerah melalui perangkat daerah yang menangani 
kepegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Daerah. 

Pasal 28 

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 clan Pasal 27 disamping memperhatikan 
kesesuaian bidang tugas clan fungsinya jug a 
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian 
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman 
penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan 
obyektif lainnya. 

Pasal 29 

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh 
Kepala Badan. 

Pasal 30 

(1) Su b Koordinator mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya 
masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok 
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan 
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat 
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Kendal, berlaku ketentu an 
se bagai berikut : 
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a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan 
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional 
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi, 
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam 
Pejabat Fungsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang tidak 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan 
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang 
bersangku tan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Bupati m1, melaksanakan 
tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah 
Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur 
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka Pelaksana melaksanakan tugas dibawah 
koordinasi Sub Koordinator; 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal32 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi, serta 
Tata Kerja pada Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Kendal (Serita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 59 Seri D No. 11) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 33 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 202 l 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 
Diundangkan di Kendal 
pada tangga l 29 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

MOH. TOHA 

SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 69 

u a i dengan aslinya 
gian Hukum 

Tk. I 
199003 1 006 



LAMPlRAN I 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 69 TAHUN 2021 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA PADA SADAN KEPEGAWAIAN , 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KABUPATEN KENDAL 

BAGAN ORGANISASI SADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KABUPATEN KENDAL 

KEPALA BADAN 

I SEKRETARIAT 
Kelompol< Jabatan 

-

Fungsional 

I 
Subbagian 

Perencanaan dan 
Keuangan 

I I 
Bidang Bidang Pengembangan 

Perencanaan , Kompetensi dan l<arir 
Pengangkatan dan Mutasi Pegawai 

Pegawai 

1 .. 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I I I I I I 
I I I I I I 

~ 

· gan aslinya 
Hukum 

~=="""'F·~·J,>,•,:;;:Sl:L_MH _ _ 
a Tk. I 
199003 1 006 

I 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I I I I I I I 
I I I I I I I 

I 
I 

Subbagiiu1 
Urnum dan 

l,t:pegawruan 

I 
Bidang PembmaAn, 

KeseJahternan, clan ua1 a 
Pegawa1 

I 

1-:elompok Jabatan 
~ tuugs,onal 

I I I I I I I 
I I I I I I l 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 69 TAHUN 2021 
TENTANG 

29 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KABUPATEN KENDAL 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KABUPATEN KENDAL 

1. Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai. 

1.1 Sub Koordinator Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas : 

a. 

b . 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

J. 

k . 

menyusun rencana dan program kegiatan pada Sub Koordinator 
Formasi dan Pengadaan berdasarkan peraturan perundang­
undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 
melaksanakan koordinasi dan konsu ltasi dengan instansi terkait 
baik vertikal m aupun horisontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 
menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

menyusun konsep kebijakan teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan formasi dan pengadaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan 
hasil analis is jabatan, analis is beban kerja, serta analisis 
kebutuhan untuk selanjut nya disusun dan ditetapkan menjadi 
formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 
menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai 
Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarka n hasil analisis 
jabatan dan analisis beban kerja sebagai bahan pertimbangan 
seleksi penerimaan pegawa1 Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD); 
menyiapkan bahan fas ilitasi pendaftaran Calon Praja InstituL 
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN); 
menyiapkan bahan pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 
sebagai dasar pengambilan kebijakan; 
menyiapkan bahan dan menyu sun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) pada sub koordinator formasi dan pengadaan d emi 
perbaikan kualitas pelayanan publik; 

\ 
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l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator formasi dan pengadaan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran clan pcrtimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas clan fungsi unit kerjanya. 

1.2 Sub Koordinator Pengangkatan dan Kepangkatan mempunya i tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan pada sub koordinator 

pengangkatan clan kepangkatan berclasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
clan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan LUgas 
berjalan efektif clan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan Lugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingku p tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, clan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyusu n rencana dan program kegiatan kelompok substansi 
Pengangkatan dan Kepangkatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif clan efisien; 

h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal un tuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

1. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsua1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

J. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

k. mengkaji dan menyiapkan bahan pengangkatan calon pegawai 
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN); 

1. menyiapkan bahan pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam jabatan pelaksana; 
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m . melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengurusan 
kenaikan pangkat berdasarkan data dan usulan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyiapkan konsep keputusan kenaikan pangkat dan peninjauan 
masa kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah Janji Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dengan menginventarisir PNS yang belum disumpah 
dan kelengkapan administrasinya untuk ke1ancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator pengangkatan dan kepangkatan 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator pengangkatan dan kepangkatan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

r . menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

1.3 Sub Koordinator Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas: 
a . menyusun rencana dan program kegiatan pada sub koordinator 

mutasi dan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c . melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d . menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesua1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e . menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
m endukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. meneliti dan mengkaj i usulan mutasi PNS dalam dan antar Daerah, 
a lih status, lega litas keputusan selesai tugas belajar , 
pemberhentian, bebas tugas, dan pensiun untuk mengetahui 
kelengkapan persyaratan dan bahan pertimbangan kepada atasan; 

g. menyiapkan bahan usulan dan konsep pertimbangan mutasi PNS 
dalam dan antar Daera h, a lih s tatus, penempatan kembali setelah 
selesai tugas, pemberhentian, bebas tugas dan pensiun untuk 
diproses dan bahan pertimbangan kepada atasan; 

h. mengoordinasikan kegiatan administrasi pemindahan dalam 
jabatan pelaksana, jabatan fungsional, pemberhentian PNS/CPNS 
dan pensiun agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan; 

6 
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1. melaksanakan penelitian berkas dan memprose s pengurusan 
permohonan pencairan dana tabunga n dan asuransi pensiun 
sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan untuk diusulkan 
sesuai dengan mekanisme yang berlaku; 

J . menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operationa l 
Prosedur (SOP) sub koordinator mutasi dan pensiun demi 
perbaikan kualitas pelayanan public; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator mutasi dan pensiun dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 

1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya 

2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai. 

2.1 Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pendidikan clan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang­
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajia n permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsu ltasi dengan instansi terkaiL 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, , 
masu kan, serta dalam rangka sinkronisasi dan h armonisa~i 
pelaksanaan tugas; \ 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesua1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan pela tihan pra 
jabatan, fungsional, dan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan 
dan kemampuan Daerah serta menjalin pola kemitraa n dengan 
Organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi pendidikan 
dan pelatihan atau lembaga pendidikan dan pelatiha n lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan pengiriman peserta pendidikan pela tihan pra 
jabatan, fungsional, clan kepemimpinan dengan menginventarisa si 
pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan ; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator pendidikan da n pelatihan dan 
pengadaan demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Pendidikan dan Pelatihan dengan ca ra mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk ba h a n lapora n 
dan kebijakan tindak lanjut; 
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1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2.2 Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program sub koordinator Pengembangan 

Kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d . m enelaah dan mengkaj i peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pela ksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perencanaan dan rumusan kegiatan ujian dinas 
dan ujian penyesuaian ijazah guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. merencanakan dan menyusun analisa kebutuhan pengembangan 
kompetensi baik melalui pendidikan pelatihan teknis, bimbingan 
teknis, seminar , workshop, focus group discussion, diseminasi atau 
kegiatan sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

h . menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan pelatihan teknis, 
bimbingan teknis, seminar, workshop, focus group discussion, 
diseminasi atau kegiatan sejenis bekerja sama dengan organisasi 
perangkat daerah provinsi yang membidangi pendidikan dan 
pelatihan a tau lembaga pendidikan/ profesional lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan pegawai; 

i. menyiapkan bahan peng1nman pegawai untuk mengikuti 
pendidikan pelatihan teknis, bimbingan teknis , seminar, workshop, 
focus group discussion, diseminasi atau kegiatan sejenis bekerja 
sama dengan organisasi perangkat daerah provinsi yang 
membidangi pendidikan dan pelatihan a tau lembaga 
pendidikan/profesional lainnya untuk peningkatan pengetahuan 
dan ketrampilan pegawai; 

J. memproses administrasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis , 
bimbingan teknis, seminar, workshop, focus group discussion, 
diseminasi atau kegiatan sejenis, permohonan izin belajar, tugas 
belajar, penggunaan /keterangan gelar, keterangan memiliki ijazah, 
keterangan menyelesaikan pendidikan untuk peningkatan 
pengetahuan dan ketrampilan pegawai; 
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k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator pengembangan kompetensi demi 
perbaikan kua li tas pelayanan publik; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
kelompok substansi Pengembangan Kompetensi dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang tclah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegialan kepada pimpinan sebagai 
wujud akunta.bilitas da.n transparansi pelakgana.an kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk m enghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tu gas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

2.3 Sub Koordinator Pengembangan Karir mempunyai lugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pengembangan Karir berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalaha n 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. m elaksanaka n koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertika l maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta da la m rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah clan mengkaji peraturan p erundang-undangan sesua1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan pe tunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kclancaran pelaksa naan kegiatan; 

f. mengelola administrasi pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian dari da n dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas maupun fungsional sesuai 
dengan p edoman dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan berupa konsep petikan Keputusan pengangkatan 
dan pemindahan, Berita Acara, Surat Pernyataan Pelan tikan agar 
pela ksanaan pelantikan berja lan lancar; 

h. memeriksa dan mcnyiapkan bahan usulan pengangkatan dan 
pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas untuk dikaji dan diteliti 
sebagai bahan telaah staf; 

1. mengkaji dan m emproses usul pengangkatan, pembebasan 
sementara, pengangka tan kembali dan pemberhent ia n jabata n 
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan; 

J· menyiapkan bahan penyelenggaraan penilaian kompelensi ASN 
untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan jabatan; 
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k. menyiapkan bahan pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan perundang­
undangan; 

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator pengembangan karir demi 
perbaikan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Pengembangan Kompetensi dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai. 

3.1 Sub Koordinator Penilaian Prestasi Kerja dan Kesejahteraan 
mempunyai tugas: 
a . menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Penilaian Prestasi Kerja dan Kesejahteraan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesua1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, clan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penilaian prestasi kerja, 
penilaian angka kredit dan kesejahteraan pegawai; 

g. melaksanakan penelitian berkas dan memproses pengurusan 
permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan Taspen, Tanda Penghargaan 
Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Keselamatan Kerja, Jaminan 
Kematian, Kenaikan Gaji Berkala, penyesuaian gaji, cuti, pengajuan 
dana Bapertarum dan klaim asuransi sesuai dengan persyaratan 
yang sudah ditentukan untuk diusulkan sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku; 

h. mencetak daftar gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 
meneliti dan mengolah mutasi gaji dan perubahan gaji; 

1. menyiapkan bahan usulan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai N egeri 
Sipil kepada Sekretaris Daerah/Bupati untuk dilaksanakan 
penilaian; 
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J. mengelola klinik kesehatan pegawai dengan menyiapkan sarana 
dan prasarana serta berkoordinasi dengan instansi terkait un tuk 
penyelenggaraan klinik kesehatan pegawai; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian 
prestasi kerja, penilaian angka kredit dan peningkatan 
kesejahteraan pegawai secara berkala; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator penilaian prestasi kerja dan 
kesejahteraan demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun un tuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n . menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

3.2 Sub Koordinator Pembinaan Disiplin dan Peraturan Kepegawaian 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pembinaan Disiplin dan Peraturan Kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkai t 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesua 1 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan konsep pembinaan di bidang 
kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangan yang ada se rta 
menginventarisir, menelaah dan mengevaluasi peraturan 
kepegawaian yang telah ditetapkan; 

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, penegakan disiplin 
Pegawai ASN secara langsung maupun tidak langsung sebagai 
bahan pertimbangan atasan untuk menindaklanjuti hasil 
peman tau an/ pem binaan; 

h. menyiapkan bahan pertimbangan dan konsep keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN, keputusan izin 
cerai/keterangan cerai, surat izin dalam usaha swasta dan izin -izin 
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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1. menyiapkan bahan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

J. memeriksa dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan 
Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Togas (PLT) dari Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) untuk dikaji dan diteliti sebagai bahan 
telaah staf; 

k. menelaah, mengevaluasi, dan menyusun konsep petunjuk 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bi dang 
kepegawaian sebagai implementasi peraturan pcrundang-undangan 
di Daerah; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator pembinaan disiplin dan peraturan 
kepegawaian demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Pembinaan Disiplin dan Peraturan Kepegawaian 
dengan cara mengukur pencapaian program ke rja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pcrtimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

3.3 Sub Koordinator Data dan lnformasi Kepegawaian mempunyai tugas : 
a . menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Data 

dan lnformasi Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang­
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksan aan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundan g-undangan agar pelaksanaan tugas 
berja lan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyusun buku nama dan alamat pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal sesuai data terkini sebagai bahan informasi 
kepegawaian; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, 
pengembangan, dan pengamanan sislem aplikasi pengola han data 
pegawai clan fi le atau dokumen kepegawaian untuk mendukung 
kebijakan manajernen kepegawaian Pemerintah Daerah ; 

f. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dan memberikan 
pelayanan Lnformasi kepegawaian kepada yang mcmbutuhkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
atasan; 

g. m enyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinaLor data clan informasi demi perbaikan 
kualitas pelayanan publik; 
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h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Data dan Informasi Kepegawaian dengan ca ra 
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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